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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 25 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non

ASN

Yth. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Instansi Pusat dan Instansi Daerah
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK,
bahwa Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini. Oleh sebab itu,  maka sesuai dengan pengundangan Peraturan
Pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 Nopember 2023. Namun demikian, sesuai
dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa eks THK-2 dan Tenaga Non ASN masih
diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
publik.

Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  bersama  ini  dengan  hormat  kami
mengharapkan kepada seluruh PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar melakukan Langkah-
langkah sebagai berikut:

PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASNa.
yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;
Dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidakb.
mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini;
PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untukc.
mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya;

Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dapat dilakukan melalui
usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya,
disampaikan terima kasih.
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Ditandatangani secara elektronik oleh :
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Abdullah Azwar Anas

Tembusan
Menteri Keuangan1.
Menteri Sekretaris Negara2.
Kepala BKN3.
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